WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 460/699  TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

Menimbang : a.

Mengingat :

1.

KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat serta ikut meringankan beban
biaya hidup yang harus ditanggung oleh ahli waris warga
miskin yang meninggal dunia, maka Pemerintah Kota
Semarang bermaksud memberikan bantuan sosial tidak
terencana berupa santunan kematian;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota
Semarang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tidak
Terencana Berupa Santunan Kematian Bagi Warga Miskin
Kota Semarang, maka Besaran Santunan Kematian Warga
Miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan
Walikota Semarang tentang Penetapan Besaran Santunan
Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta; )

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4967); J’ /
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I[I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; é_
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Penyelenggaaan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 13); Je /
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17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial tidak terencana
berupa Santunan Kematian bagi Warga Miskin Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pemberian Bantuan Sosial tidak terencana berupa
Santunan Kematian bagi Warga Miskin Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 53);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 68);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 31A Tahun 2017
tentang Indikator, Kriteria, dan Klasifikasi Warga Miskin
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomor 31A); :

Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 71). . /4
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Besaran Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota
Semarang Tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta
Rupiah) untuk setiap warga miskin Kota Semarang yang
meninggal dunia.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juli 2018

/a ’WALIKOTA SEMARANG, /

HENDRAR PRIHADI
&~

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1.
2.
3.

WA 0

Wakil Walikota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Administrasi Ekonomi,
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kota Semarang ;

Inspektur Kota Semarang;

Kepala BAPPEDA Kota Semarang;

Kepala BPKAD Kota Semarang;

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.




